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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. 
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan hukum terhadap tindakan arogansi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pengamanan unjuk rasa dengan studi kasus di Polda Sumatera Utara, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses hukum terhadap dugaan tindakan arogansi anggota Polri dalam pengamanan unjuk rasa dilaksanakan melalui mekanisme penerimaan laporan atau pengaduan masyarakat, penelitian awal terhadap kelengkapan informasi, klarifikasi terhadap pelapor, saksi, dan anggota yang dilaporkan, pengumpulan dokumen serta bukti pendukung, gelar perkara atau penilaian awal, dan penentuan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin maupun Kode Etik Profesi Polri. Pemeriksaan tidak dapat hanya didasarkan pada penilaian subjektif bahwa suatu tindakan bersifat arogan, tetapi harus membuktikan konteks peristiwa, kapasitas anggota ketika bertugas, ucapan atau tindakan yang dilakukan, tujuan tindakan, dampak terhadap peserta unjuk rasa, dan norma yang diduga dilanggar. Dalam perkara yang diteliti, pemeriksaan internal oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sumatera Utara menunjukkan bahwa Polri memiliki mekanisme pengawasan terhadap perilaku anggotanya. Meskipun demikian, efektivitas proses tersebut sangat bergantung pada objektivitas pemeriksa, ketersediaan rekaman audiovisual, konsistensi keterangan para pihak, ketepatan penerapan norma, serta keterbukaan dalam memberikan kepastian mengenai penyelesaian pengaduan.

2. Bentuk tindakan arogansi anggota Polri dalam pengamanan unjuk rasa tidak terbatas pada penggunaan kekerasan fisik, tetapi juga dapat berupa arogansi verbal, nonverbal, dan penyalahgunaan posisi kedinasan. Dalam studi kasus di Polda Sumatera Utara, dugaan tindakan arogansi terutama terlihat dari penggunaan ucapan yang menonjolkan kedudukan, hubungan dengan pihak tertentu, dan identitas kelompok dalam situasi pengamanan yang sedang tegang. Ucapan tersebut dapat dipersepsikan sebagai bentuk intimidasi, superioritas, tekanan psikologis, atau perilaku yang tidak mencerminkan sikap netral dan profesional. Penilaian terhadap arogansi harus memperhatikan keseluruhan konteks, termasuk situasi lapangan, tindakan peserta aksi, kewenangan petugas, nada dan maksud komunikasi, serta apakah ucapan tersebut diperlukan untuk kepentingan pengamanan. Ketegasan anggota Polri pada dasarnya dibenarkan sepanjang dilakukan secara sah, terukur, proporsional, dan bertujuan memulihkan ketertiban. Ketegasan berubah menjadi arogansi apabila kewenangan digunakan untuk merendahkan, mengancam, mendiskriminasi, mempertontonkan kekuasaan, atau menekan masyarakat tanpa kebutuhan yang dapat dibenarkan.

3. Pertanggungjawaban hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindakan arogansi dapat berbentuk pertanggungjawaban disiplin, etik, administratif, dan dalam keadaan tertentu pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban disiplin dapat diterapkan apabila anggota melanggar kewajiban kedinasan, perintah yang sah, atau tata tertib pelaksanaan tugas. Pertanggungjawaban etik dapat diterapkan apabila perilaku anggota bertentangan dengan nilai profesionalitas, kepatutan, penghormatan terhadap martabat manusia, netralitas, dan kehormatan institusi Polri. Pertanggungjawaban administratif dapat berupa tindakan pembinaan, mutasi, demosi, penundaan karier, atau konsekuensi kedinasan lainnya sesuai tingkat pelanggaran. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat diterapkan apabila tindakan tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana tertentu, seperti ancaman, penghinaan, kekerasan, diskriminasi, atau penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan akibat hukum. Penentuan bentuk sanksi harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, jabatan dan peran anggota, akibat yang ditimbulkan, kondisi yang melatarbelakangi tindakan, rekam jejak kedinasan, sikap selama pemeriksaan, serta ada atau tidaknya pengulangan pelanggaran. Dengan demikian, pertanggungjawaban bukan hanya bertujuan menghukum anggota, tetapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat, memperbaiki profesionalitas, dan mencegah terulangnya tindakan serupa.

B. 
Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Polda Sumatera Utara dan Bidang Profesi dan Pengamanan, perlu memperkuat mekanisme penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat mengenai dugaan tindakan arogansi anggota Polri. Setiap pengaduan hendaknya ditangani secara cepat, objektif, transparan, dan memberikan kepastian mengenai perkembangan serta hasil pemeriksaan kepada pelapor sesuai batas yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum. Pemeriksaan juga perlu mengutamakan bukti objektif berupa rekaman video, rekaman suara, dokumentasi kegiatan, surat perintah pengamanan, laporan pelaksanaan tugas, dan keterangan saksi yang saling bersesuaian.

2. Kepada pimpinan satuan yang bertanggung jawab atas pengamanan unjuk rasa, perlu melakukan pengarahan secara menyeluruh sebelum pelaksanaan tugas. Pengarahan tidak hanya membahas formasi, peralatan, dan pengendalian massa, tetapi juga etika berkomunikasi, larangan membawa identitas suku atau kelompok ke dalam interaksi kedinasan, pengendalian emosi, perlindungan hak asasi manusia, serta batas antara ketegasan yang dibenarkan dan tindakan arogan. Pimpinan lapangan juga harus melakukan pengawasan aktif dan segera mengambil alih komunikasi apabila terdapat anggota yang mulai bertindak emosional atau provokatif.

3. Kepada institusi Polri, perlu meningkatkan pendidikan dan pelatihan pengamanan unjuk rasa yang menekankan pendekatan persuasif, negosiasi, deeskalasi konflik, komunikasi publik, pengendalian diri, dan penggunaan kekuatan secara proporsional. Pelatihan sebaiknya dilakukan melalui simulasi situasi nyata agar anggota mampu menghadapi tekanan, provokasi, dan perubahan situasi tanpa kehilangan profesionalitas. Evaluasi psikologis serta pembinaan perilaku juga perlu dilakukan secara berkala terhadap anggota yang ditempatkan dalam tugas pengamanan massa.
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